
BUPATI BARlTO UTARA 

PROVIJfSl KALDIAMTAl'I TENGAH 

PERATURAII BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

TBNTANG 

PEDOMAJII PENGELOLAAN PELAYANAN tNFORMASl PUBLIK DAN 
DOKUMENTASI DI Lll'IGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARJTO UTARA 

Menlmbang 

Mengingat 

DEl'IGAN RAHMAT TUHAl'I YANG MAHA ESA 
BUPATI BARJTO UTARA. 

· a. bahwa dalam rangka menlngkatkan pelayanan 

lnformasi dan dokumentasiyang berkuali1as diperlukan 

adanya JX,>doman pengelolaan pelayanan lnformasi 

dan dokumentasi di Llngkungan Pernerinlah 

Knbupaten Barilo Utara; 

b. bahwa Peraturan Bupati Barno Utara Nomor 43 Tabun 

20 I 5 tencang Pembenruknn Kelembagaan dan 

Pedoman Pelayanan lnformasi Publik dan 

Dokumencasi di Llngkungan Pemerintah Kabupaten 

Barito Utara sudah tidak sesual lagi dengan 

perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; 

c. banwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu 

menetapkan Peraturan Bu pati Barito Utara tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnfonnruii Publik dan 

Ookumentasi di Llngkuogan Pemerintah Kabupaten 

Barito Utara. 

l. Undang-U ndang Nomor 27 Tahun 1959 lentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 

1953 Tentang Pembentukan Daerah Tlngkat U di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik lndones.ia Tahun 1959 



Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana tclah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1965 tentang Pembenlukan Daerah Tingkat II 

Tanah Lau l. Daerah Tingkat U Ta pin dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 l.entang Penetapan Undang

Undang Darural Nomor 3 Tabun 1953 tcntang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

3, Undang-Undaog Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , 

Tambahan Lembaran Nesa,-a Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tencang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubab, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 56791; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ten tang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 

tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149), 

7. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 3 Tahun 2017 

tenrang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan 



Menetapkan 

Dokumentasi Di Lingkungan Kementrlan Dalam Negeri 

dan Pemerinrahan Daerah ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Pembeurukan dan Susunan 

Perangkal Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barilo Utanl Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Nomor 6): 

9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah 

Kabupaten Barito Uta.1-a Tahuo 2016 Nomor 38): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INPORMASI 
PUBLIX DAN DOKIJMENTASI DI LINGKUNGAN 
PEMERllfTAH KABUPATEN BARITO UTARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Barito Ut.ara. 

2. Pemerintah Kabupaten adala.h Pemerintahan Kabupaten 

Barito Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Sarita Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangka.1 Daerah dillngkungan 

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

5. lnformasi adalab keterangan, pemyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makoa, dan pesan, bail< 

data, fakta maupun penjela.sannya yang dapat dillbat, didengar, 

dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi secara elektronik ataupun none1ektronik. 
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6. Dokumentasi adalah pengu.mpulan, pengolahan, penyusunnn, 

dan pencatatan dokumcn, data, gambar, dan suara untuk 

bahan informasi publik. 

7 . lnformalli Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten Barito Utara yang berkaitan dengan penyelenggara 

dan peoyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Pemerintah Kabupateo Barilo Utara lainnya, 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

publik. 

8. Badan Publik adalah Perangkat Onerah Kabupaten Barito 

Ulara dan Sadan Usaha Milik Oaerah. 

9. Pejabat Publik adalab orang yang ditunjuk dan diberi tugu 

untuk menduduki posisi atau jabatan tertencu pada Sadan 

Publik. 

10. Pejabat Pengelola I nformasi dan Doku mentasi yang selanjutnya 

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung iawab dalam 

pengumpulan, pendokumentasian. penyimpanan, 

pemeliharaan, penyediaan. distribusi. dan pelayanan informasi 

dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barlto 

Utara. yang terdin dan Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Ookument.asi Utama dan Pejabat Peogelola lnformasi dan 

Dokumentasi Pembantu. 

11. Pejabat Pengelola II1formasi dan Dokumentasi Utama yang 

selanjutnya disebut PPID Ut.ama adalab Pejabal E:selon Ill 

Perangkat Oaerah yang melaksanakao urusan Komumkas1 dan 

lnformatika. 

12. Pejabat Pengelola ln!onnasi dan Ookumentasi Pembantu yang 

selanjutnya disebut PPTD Pembantu adalah Pejabat Perangkat 

Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan informasi , 

dokumeotasi, ke:humasan, administrasi dao kearsipan pada 

setiap badan publik. kecamatan dan desa/kelurahan . 

13. Atasan Pejabal Pengelola lnfonnasi dan Dokumentaai )'ang 

selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang 

merupakan atasan PPID Utama. 

l 4. Pengclola Layanan loformasi den Dokumentasi yang 

selanjutnya dieingkat PUO adalab susunan pengelola layanan 

mformasi dan dokumentasi di Llngkungan Pemerintah 

Kabu paten Bari to Utara. 



15. $tandar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 

adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan 

mengenai proses penyelenggaraan ttigas-tugas PPJD. 

16. Daftar lnformas1 <Ian Dokumentasi Publlk yang selanjurnya 

disingkat Dll)P ada.lah catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis tcntang selurub infonnasi dan dokumentasi publik 

yang berada dibawah penguasaan Pemerintab Kabupalen BarilD 

Utara tidak termasuk lnformasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan. 

17 Ruang Pelayanan lnfonnasi dan Dokumencasi yang selanjurnya 

clisingka1 RPI D adalah tempal pelayanan infonnasi dan 

dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi 

lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian 

informasi dan dokumentasi publik. 

18. Sistem lnformasi dan Dokumentasi Publil, yang selanjutnya 

disingkat SIDP adalah slstem penyecliaan layanan informasi 

dan dokumentasi secara ccpat. mudah1dan wajar sesuai dcngan 

Undang-Undang Keterbukaan lnfonnasi Publik. 

19. Laporan Layanan lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disingkal L,L,I D adalah laporan yang bcrisi gambaran umttm 

kebijakan teknls informasi dan dokumcntasi. pelaksanaan 

pcJayanan informasi dan dokumentasi, dan rekom.endasi serta 

rencana tindak lanjul untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

infonnasi dan dokumentasi. 

20. l"oru m Koorclinasi Pejabal Pcngclolaan lnformasi dan 

Dokumentasi yang selanjutn)'a disingkat FKPPI D adaJah wadah 

komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan 

pengawasan PPJD. 

21 . Sengketa ln[ormasi Publik adalah sengketa yang terjadi ar>tara 

Sadan Publik dengan Pemohon lnformasi Publik dan/atau 

Penwna lnfonnasi Publik yang berl<aitan dengan hak 

memperoleh dan/atau menggttnakan informasl publik 

bcrdasarkan peraturan perundang- u.ndangao . 

22. Orang adalah orang perseorangan. kelompok orang, badan 

hukum, atau badan publik. 

23. Pcngguna lnformasi Publik adaJah orang yang menggunakan 

informasi publik sebagaimana cliatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 



24. Pemohon lnformasi Publ!k adalah warga negara dao/atau 

badan huku.m Indonesia ysng mengajukao permintaan 

informasi publik sebagaimana cliatur dalarn peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ln i adalah: 

a. mewujudkan penyelenggaman pcmerintaban yang baik, yaitu 

transparan. efektif clan efisien, akuntabel serta clapat 

dipertanggungjawabkan; dsn 

b . rneningkatkan pengelolaan dan pelayanan i111ormasi dsn 

dokumentasi di Pemerintah l<abupaten Barito Utara untuk 

menghasilkan layanan informasi dan dokumencasi yang 

berkualitas. 

BAB n 

Al<SES TNFORMASI DAN DOl<UMENTASI PUBL.11< 

Pasal 3 

(1) lnformasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah l<abupaten 

Barito Utara bersifat terbuka clan dapat diakses oleh ..et,ap 

Pengguna laformasi dan DokumcnLaSi Publik, kecuaJJ 

lnformasi dan Dokumentasi yang dikecuahka.n bersifat ketat, 

terbacas dan mhasia. 

(2) lnformaoi dao DokumentaSI Publik di Llngkungan 

Pemerintah l<abupaten dapat d iperoleh oleh Pemohon 

lnformasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, 

clan dapat diakses dengan mudah. 

(3) lnformasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikao 

scbagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan 

kepat1ltan, ke_pentingan umum , dan/atau ketentuan peraturan 

pcrundsng-undaog8JL 

(4) lnformasi dan Dokumentasi Publfk yang dilcccualikan 

sebagaJman~ dimaksud pada ayat (1), ayat (2), clan aya1 13) 

didasarkan pada pengujian atas konsekuens1 yang timbul 

apabila s uatu iaformasi daa dokumentasi diberikan kepada 

masyarakat deng;an pertimbangan yang sckoruna bahwa 

menutup lnformasi dan Dokumencasi Publik dapat melindungi 



kepentingan yang lebih besar daripada membukany11 ar.au 

sebaliknya. 

BAB Ill 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagia,, Keaatu 

Hak 

PaBa!4 

(I) Pemerintah Ka bu paten berhak mellolak memberikan lnforma.sl 

dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang11n seperti: 

a. informasi dan dokumentasi yang dapat mcmbahayakan 

ncgara: 

b. mformasi dan dokumcnlasi yang bcrkaitan dengan 

kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha 

tidak sehat: 

c. informasi dan dokumentasl yang berkaitan dengan hak· 

hale pribadi; 

d. informasi dai, dokumentasl yang bcrkaitan dengan rahasia 

jabatan; dan/atau 

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau 

didokumen1as1kan. 

(2) Jnformasi dan Dokumen1asi yang dikecualikan seb14:aimana 

dimaksud pada ayat (11 diajukan oleh PPID pernbantu kepada 

PPID u1ama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati sesuai dengan kmvenangannya. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 5 

(l) Pemcrintah Kabupatcn wajib menyediakan, mcmberikan 

dan/atau menerbitkan lnformn.si dan Ookumenfllsi Publikyang 

bcrada w bawah kewenangannya kepada Pemohon lnformasi 

Publik, se1ain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peratunin perundang-undangan. 
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(2) Untuk mclaksanakan kewajiban sebagai.n1ana dimaksud pada 

ayaL (l ), Pemerintah KBbupaten dapat membangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat 

diakses dengan mudah. 

BABIV 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 6 

( I) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi 

cLilaksa.nakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan membentuk 

dan menetapkan PPID. 

(2) PPID sebag8lltlana dimaksud pada ayat (l} melckat pada 

pejabat sttuklural yang memb1dangi tugas dan fungsi 

pelayanan i.nformasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. 

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk 

Pengelola Layanan lnformasi Daerah. 

(4) PPID sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) merupakan PPID 

Utama pada Pengelola Layanan lnformasi Daerah 

PPID di 

Pasal 7 

lingkungan Pemerinmh Kabupaten 

bcrtanggungjawab kepada Bu pa.ti Bari to Utara melalu i Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 8 

Susunan PUD di Lingkungan Pemerintah Kabupacen ditetapkan 

dengan Keputusan Bupatl. 

BABV 

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKIJMENTASI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 9 

PPID Uta.ma dibantu oleb PPID Pembantu yang berada di seluruh 

Badan Publik yang berada di tingkungan Pemerintah Kabupaten 
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Pasal 10 

Daftar Baden PublJk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

sebagaimana tersebul dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

yang tidak terpisah.kan dari PeraturD.11 Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Kewenangan 

Pasal 11 

PPID Utama bertugas: 

a. menyusun dan melaksa.nakan kcbija.kan jn(ormasi da.n 

dokumentasi; 

b. menyusun laporan pelakl!anaan kebijakan informasi dan 

dokumentasi; 

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan 

bahan lnformasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 

d . menyimpan, mendokumentaslkan, menyediakan, dan memberi 

pelayanan infonmasi dan dokumentasi kcpada publik; 

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumenlasi publik; 

f. melakukan UJi konsekuensi atas informasi dan dokumentasi 

yang d ikecualikan; 

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumcntasi; 

h menyediakan ,nformasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi. dan monitoring 

atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumen IA.Si yang 

dilakukan oleh PPID Pembantu; 

j . melaksanakan rapac koordinasi dan rapac kerja secara berkala 

dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 

k. mengcsahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk 

dipublikasikan; 

L menugaskan PPIO Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional 

unruk mengumpulkan, mengelola, clan memelihara informasi 

dan dokumentasi: dan 

m. membentu k tim [asilitasi penanganan sengketa informasi yang 

di\etapkan dengan Keputusan Bupati . 

• g. 



Pasal 12 

Unluk melaksanakan tugas sebagalmana dJmaksud dalam Pasal 
11, PPID Utama berwenang: 

a. menolak me.mberikan informasi dan dokumentas.i yang 

d.ikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan: 

b. meminta dan memperoleh informaai dan dokumentasi dari 

PPI D Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informas, dan 

dokumentasl dcngan PPJD Pembantu yang menJad1 

cakupan kerjanya; 

d. menentukan atau menetapkan suatu mformas1 clan 

dokumentasi yang dapat makses oleh publik; dan 

e . menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Pungsional 

untuk membuat, mengumpulkan. sena memeJihara 

informruii dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 

Pasal 13 

(!) PPID Pembantu bertugas: 

•· membantu PPID Utama melaksanakan rnngnggungjawab, 

tugas, dan kewcnangannya; 

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kcpada PPID 

Utama dilakukan paling sedikit 6 (enaml bulan sekali atau 

sesuai kebunLhan; 

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan ciokumentas.i 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi 

dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, 

tepat, berkualitas dcngan mcngedepankan pnnsip-prinsip 

pelayanan prima; 

e. mengumpulkan, meugolah dan mengompilasi bahan dan 

data lingkup komponen di Lingkungan dinas/unit kcrja di 

Llngkungan Pemerintah Kabupat.en menjadi bahan 

informasi pu blik; dan 

C. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan 

pelayanan infonnasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 

secara berkala dan !leSUai dengan kebutuhan. 
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BAB VI 

KELENGKAPAN PENGELOLAAN LA YANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASl 

Bagian Kesatu 

Struktur Organisasi 

Pasal 14 

!I) Struktur organisasi Pengelola Layanan lnfonnasi Daerah 

Pemerintah Kabupaten, terdiri dari : 

a. pembina, dijabatoleh Bupati dan Wakil Bupati: 

b. pengarah selaku Alasan PPID, dijabat olch Sekretari• 

Daerah; 

c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon 11.b. di 

lingkungan SekretariaL Daerah Kabupaten, seluruh Pimpinan 

Perangkat Oaerah dan pejabat yang menangani bidang 

bukum; 

d . PPID Utama, dijabat oleh Pcjabat E""lon 111 yang mcnangani 

infonnasi dan dokumentasi serta kchumasan; 

e. PPID Pembantu, dijabat oleb Pejabat pada Pcrangkat 

Oaera.h yang mengelola lnfonnasi, dokumencas1, kehumasan, 

administrasi dan kearsipan; 

£. bidang pendukung, yang tcrdiri dari Sekretariat Pl.ID, Bidang 

Pengolaban Data dan Klasifikasi lnformasi. Bidang Pelayanan 

lnfomasi dan Dokumentasi. dan Bidang Fasilitas.i Sengketa 

lnfomasi; dan 

g. pejaoot fungsional. 

(2) Bagan strukt"r organisasi Pengelola Layanan lnformasi Dacrah 

Pemerintah Kabupatcn Barito Utara, tcrcantum pada Lampiran 

ll, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau 

ini. 

Bagian Kedua 

Standar Operasional Prosedur PPID 

Pasal J 5 

(II Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Sadan Publik 

sesuai dengan ketentuan peraruran pcrundang- undangan. 
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(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayal 

(1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai benkut: 

a. kejelasan tentang pejabat yang dirunjuk sebagai PPID 

Utama dan PPID Pembantu; 

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat 

f ungsional dan/ atau petugas informasi apabila diperlukan: 

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan 

kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pcmbantu, 

Bidang Pendukungdan PejabatF'ungsional; 

d . kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai 

A10san PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan 

ranggapan ataS keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Jnformasi Publik; 

e. standar layanan lnformasi Pubtik oorta tats ca.ra 
pengelolaan keberatan di tingkungan Pemerintah Kabu paten 

Barito Utara; dan 

f. tat.a cara pembuatan lapomn tahunan tenrang Layanan 

lnforrnasi Publik. 

Pasal 16 

(I) Jcnis-jenis SOP PPID, antara lain; 

a. SOP Penyusunan Daftar lnformasi Publik: 

b. SOP Pelayanan Permohonan lnformasl Publik; 

c. SOP Uji Konsekuensi lnformasi Publik; 

d. SOP Penanganan Keberatan lnformasl Publik; dan 

e. SOP F'asilitasi Sengketa lnfonnasl. 

(2) Contoh Format SOP tercantum pada l..ampiran HI, yang 

merupakan bagian ttdak terpisahkan dan Peraturen Bupatl im. 

Basian Ketiga 

Daftar lnfonnasi Dan Dokumentasi J>ublik 

Pasal 17 

( 11 DIDP pahng sedikil memuat: 

a. nomor; 

b. ringkasan isi informas,; 
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c . pejabat atau unit/satuan kerja yang meaguasai 

informasi; 

d. penangguogiawa.b pembuatan atau penerbitan mfonnasi; 

e. waktu dan tempar pembuatan informasi; bentuk informasi 

yang tersedia; dan 

f. jangka waktu penyimpanan atau retensi ars1p. 

(2) DCDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berksla oleh PPID 

Utama. 

(3) Keseluruhaa informasi 

sudah dipublikasikan 

dan doku mentasi pu blik yang 

harus diserahkan kepada 

perpustakaan di lingkungan Peroe1intah untuk dilestarikan dan 

d lklasifikasi menjadi bah an pustaka. 

(4) Cootoh Ponnat Daftar lnformasi Publik sebagafmana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran Ill. yang 

merupakan bagian ltdak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Ruang Pelayaaan lnformasi Dao Dokumentas, 

Pasal 18 

( II RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dao dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

(2) RPlD dfkelola oleh pejabat fungsionaJ daa/atau petugas 

inlonnasi. 

Bagian Kelima 

Sislcm hifonnasi Dan Dokumentasi Publik 

Pasal 19 

( I) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk 

mempermudah akses pelayanan informasi publik. 

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ 

dnakukan sccara <erintegrasi antara PPID Utarna dengaa PPID 

PembanlU. 

(3) Sela!n mengembangkan SI DP sebagaunana dunaksud pada 

ayat (2), Pemerintah Kabupaten mengembangkan SIDP yang 

ierintegrasi sccara Nasional dengan PPID di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri . 

. 13. 



Bagian Keenam 

Laporan Layanan lnformasi dan Dokumentasi 

Pasal20 

(1) I..UD wajib dibuat dan discdiakan o leh Badan Publik paling 

lambat 3 (tiga) bulan sctelah tal1un pelaksanaan tahun 

anggaran bernkrur. 

(2) Salinan LUO Pemerintah Kabupaten scbagaimaJia dimaksud 

pada aye.I (I) disampaikan kepada Komisi lnformasi Provins!. 

(3) Salinan LUO Pemerintah Kabupaten sebagaimana dlmaksud 

pada ayat (1) disampaikan kcpada Kementerian Dalam Negeri 

dan Komisi lnformasi Pusat se·suai ke,venangan masing-masing 

{4) LLID, paling sedildt memuat: 

a. gambaran umum kebijakan pelayanan jnfonnasi dan 

dokumentasi Publik dJ Jingkung,,n Pemerinr;ih 

Ka bu paten; 

b. gambaran umwn pelaksanaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi Publik. antara Jain: 

I. 

2. 

sarana dan prasaranli\ pelayli\nan informasi dan 

dokumentasi Publlk yang dimilikl beserta 

kondisinyai 

sumbf!r daya manusia yang menangani pelayanan 

lnformasi dan dokumentas1 Pubhk besetta kualifikasinya; 

dan 

3. anggamn pelayanan lnfonnasi den dokumentasi publik 

scrta laporan penggunaannya; 

c. rincian pe.layanan informasi dan doku.mentasi Publ.ilc yang 

meliputi: 

I . jumlah pennohonan lnfonnasi Publil<; 

2 . waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

permohonan lnfo.rmasi Pu bilk dengan klasifikasi tertenru; 

3 . jwnlah permohonan Jnforrnasl Pitblik yang dikabulkan 

baik seba.giM atau seluruhnya; da.n 

4. jumlah permohonan lnformasi Publik yang ditolak 

be-serta alasannya; 

d . rincian penyelesaian sengketa lnformasi Publik, meliputi: 

I. jumlah keberatan yang diterima; 

· 14 · 



2. tanggapan atas keberatan yang dibenkan dan 

pelaksanaannya; 

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi 

lnforrnasi yang berwenang; den 

4 . hasiJ mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 

J nformasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh 

badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke 

pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan 

pelakoanaannyaoleh badan publik; 

e. kendala !ntemal dan ekstemaJ daJam pelaksanaan Jayanan 

infonnasi dan dokumentasi Publik; dan 

r. rekomendasi dan rencana tindak lanjul untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan infonnasi dan dokumentasi. 

PasaJ 21 

(I I Laporan Lnyanan lnfonnasi dan Dokumentasi merupakan 

bagian dari informasi Publik yang wajib tersedia seciap ...at. 
(2) Laporan Lays.nan lnforrnasl dan Dokumenrasi sebagaimana 

din1aksud pada ayat (II diumumkan kepada publik dan 

disampaikan kepada atasan PPID. 

(3) Lap0ran Layanan lnfom1asi dan Dokumentasi sebagaima na 

d1maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati oJeh 

atasan PPID. 

(4) Laporan La.yanan lnformast dan Dokumentasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Bupat.I sebaga.i 

bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerincahan Daerah. 

Bag,an Ketl.tjuh 

Pendanaan 

Pasal 22 

Pendanaan yang diperlukan untuk 

inforrnasi dan dokumentasi di lingkungan 

dlbebankan pada Anggaran Pendaparan 

Pemerintab Kabupaten. 

pengelolaan pelayanan 

Pemerintah Kabupaten 

dan Belanja Daerah 



BAB VU 

MEKANISME PERMOHONAN INl'ORMASJ DAN DOKUMENTASI 

Pasal23 

Pemohon infonnasi dan dokumentasi adalah Warga Negara 
lndonesla dan/atau Badan Hukum Indonesia 

PasaJ24 

Pemohon informasi clan dokumentas, wajfb memenuhl 

persyaratan: 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan/atau pera1uran perundang- undangan: 

b. mencantumkan alamal dan oomor telepon yang Jelas; 

c. mcnyampaikan secara Jelas jenis informasl dan dokumentasi 

yang dibutuhkan: 

d. mencantumkan maksud dan tujuan pcrmohonan informasi 

dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 

e. menyatakao kesediaan membayar biaya dan cara pcmbayaran 

untuk memperoleh infotmasi yang diminta, se-panjang biaya 

yang dlkenakan lerbilang wajar. 

Pasal25 

(I) Setiap Pemohon Jnfonnasi Publik dapat mengajukan 

perminraan untuk memperoleh inlbrmasi dan dokumentasi 

Publik kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utan\ 1erk.ait 

secara tertuJisatau tidaktertulis. 

(2) PPID Utama dan/atau PPJD Pembantu dao/atau Perugas 

lnformasi wajib mencatat nama, Nomor lnduk Kependuduka.n 

(NIK), dao alamat Pemohon lnfonnasi Publlk, eubjek dan format 

infonnas1 serta care. peuyampaian informasi yang diminta oleh 

Pemohon Jnformas1 Publlk. 

(3) PPID Uta.ma dan/atau PPID Pembantu dan/atau Pctugas 

lnforrnasi wajib mencatat pennintaan lnformasi PubJik yang 

diajukan secara tidal< tern.Ills. 

(4) PPJD Utama dan/atau PPfD Pembantu dan /atau Petugas 

lnformasi waJ1b memberikan tanda bukti penerimaan 

permintaan lnformasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayaL 

(II ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada eaat 

perrrunta.an d.iterima. 



(51 DaJam bal permintaan disampaikan secara Jangsung atau 

melalui surat elektronik, nomor pendaitaran dfberikan saat 

peocrimaan permintaan. 

(61 Dalam hal permintaan disampaikan melaJuj surar, pengiriman 

nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan 

pengiriman lnfonnasl. 

(71 Palmg lambat 10 (sepuluhl bari kerja sejak diterimanya 

pennintaan, PPIO Utama wajib menyam-paikan pembcritahuan 

tertulis yang berisikan : 

a . infonnasl yang dimim:a, bcrada di bawah penguasaannya 

at.aupun cidak; 

b. penerimaao atau penoJakan permintaan at.as informasi 

dengan a.Jasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. alal penyampai dan format informasi yang akan 

diber!kan; dan/atau 

d. biaya serta cara pembayaran untuk mempen,leh informasi 

yang diminta. 

(81 PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang 

menguasai infortnasi yang diminta apabila informasi yang 

diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Sadan 

Publik yang menerima perminLaan mengetahul kebemdaan 

informasi yang diminta. 

(91 Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian 

dicantumkan materi infonnasi yang akan dibcnlcan. 

(101 Dalam hal suatu dokumeo mengandung materi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketenluan peraturan perundang• 

undangan. maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat 

dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. 

{111 Pemerintab Kabupalen dapat memperpanjang waktu un1uk 

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), pahng lambat 7 (tujuhl hari kcrja berikutnya dengan 

memberikan alasan secara tertulis, 

•17 · 



BAB VIJJ 

PEMBINAAN DAN PENGE:NDALlAN PE:NATAAN PE:NGELOLA 

LAYANAN INF'ORMASI DAE:RAH 

Pasal 26 

( II Pembinaan dan pengendalian P,,-nataan Peng•l.ola Layanan 

lnformasi Daerah Pemerintab Kabupatcn Barito Uta.ra 

dilakukan oleh GubemuT sebagai wakli Pemeiintah Pusat, 

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dan ayal (21 

dOakukan melalui: 

a . fasilirasi dan koordioasi; 

b. peningkatan kapasita.s PPID; 

c. monitoring dan cvaluasi; dazi 

d. dukungan teknis administTasi. 

BABIX 

KEBE:RATAN DAN SENOKE'l'A INFORM-\Sl 

Bagian Ke.satu 

Keberatan 

Pasal 27 

(ll Setiap Pemohon lnfoTmasi Publik dapat mengajukan keberatan 

secara tcrtutis kepada Atasan PPID be1'dasarkan ala.san beiikut: 

a . penolakan atas peamnt.aan informasi berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pru,,aJ 25 Aya1 (7); 

b. tidak disedjakannya informasi dan diumumkan secara 

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang• 

Undaog NomoT 14 Tahun 2008 1entang Ketcrbukaan 

lnfoTmasi Publik; 

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

d. peTmintaan infoTmasi ditanggapi tidak sebagaimana yang 

chminta: 

e. tidak dipe.ouhinya perm.int.a.an informasi; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur 

dalam Undang-Undang Keterbukaan lnfonna"I Publik. 

• UI • 



(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur b sampai 

dengan huruf g dapat diselesa.ikan secara musyawarah oleb 

kedua belah pibak. 

Pasal28 

(I) Kebcratan diajukan oleh Pemohon lnfonnasi Publilc dalam 

jangka waktu paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kcrja setelah 

ditcmukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (11. 

(2) Atasan PPI D memberikan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon lnformasi Publ,k dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hrui kerja sejak diterimanya 

keberatan secara certulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabtla Atasan 

PPI D menguatkan putusan yang ditctapkan oleb bawabannya. 

Bagian Kedua 

Fasilitasi Sengketa lnformasi 

Pasal 29 

(I) Sengketainformasi dapat terjadi apabila Komisi lnformasi Puoat 

dan/alau Komisi lnformasi Provins.i da.n/atau Komisi lnformasi 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menerima 

permohonan sengketa infonnasi yang diajukan pemobon 

infonnasi karena tidak menerima alasan tanggapan Ala.San 

P.PID. 

(2) Pengajuan sengketa in[ormasi sebagaimana dimaksud pada 

aya, (I I d ilakukan pemohon informasi dalam waktu paling 

lambat J 4 (empat belas) han kerja. setelah diterimanya. 

tanggapan tenulis dari Atasan PPID. 

Pasal 30 
(I) Mekanisme dan ta.ta cara upaya penyelesaian Scngketa 

lnfonnasi Publfk dflakukan sesuai dengan ketennian peraturan 

perundang-undangan. 

(21 Bupad melalui Atasan PPID menetapkan 'l'Jrn F'asilit.as, 

Sengketa lnfonnasi unruk mengupayakan penyelesaian 

sengketa informasi, yang dibentuk oleb PP!D Utama 
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(31 Keputusan penetapan Tim F'asilitasi Sengketa lnformasi juga 

berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bers1dang mewaldli 

Pemcrintah Kabupaten di Komis! lnformasl Pusat dan/atau 

Komisi I nformasi Provinsj s.esuai dengan kewenanga,nnya. 

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Jnformasi di ketuai oleb PPID Utama dan 

L>eranggotakan PPIP Pembantu, pejabatyang menangani bidang 

hukum dan pejabai fungsional serta pejabat/staf Jainnya 

sesUai dengan kebutuhan. 

(SJ PPID U tama melaksanakan fasilitasi penangw,an sengketa 

infonnasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi 

bersama PPTD Pembantu terkait, pejabat yang menangani 

bidang hukum. pejabat fungsional dan pihak lain yang 

dipandang perlu. 

(6) Mckanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa lnformasi 

diaturoleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID 

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan bas~ penyelesruan 

sengketa informasi kepada Atasan PPID. 

BABX 

FORUM KOMUNIKASI PEJABAT PENOELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 

Pasal 31 

Forum Komunikasi Peiabat Pengelola Jnformasi dan Do!n,mentasi 

dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID de.Jam 

rangka memperkuat peran dan fungsl PPID. 

Pasal 33 

Anggota F'orum Komunikasi Pejabat Pengelola lnfonnasi dan 

Dokumentasi Kabupaten adalab seluruh PPfD Sadan Publik di 

Lingkungan Pemerintab Kabupaten. 

BABXJ 

KE'fENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Bupat.i ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Barito Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

- 20· 



Kelembagaan dan Pedoman Pelayanan lnrormasi Publik dan 

Dokumentasi di l,ingkungan Pemerintah Kabupaten Barlw Utarn 

(Betita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 43), 

dicabu t dan dinyatakan tidal< berlaku . 

Pasal35 

Peraturan Bupati ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan 

pengundangan Peraturan Bupati inJ dengan pcnempatannya 

dalam Serita Dacrab Kabupaten Barito Utara 

Ditetapkan di Muara Tcwch 

pada langgal ~ Januari 2018 

~ -,_..-, BUPATI BARITO UTARA, 

! ,-

Diundangkan di Muara Teweh 

pada tanggal ?:a Januari 2018 

SEKRETARIS DA.BRAH 

TOUTARA, 

~ ,t 

',:I NADALSYAB 

' 
"' 

BERJTA DAERAB KABUPATEIJ BARJTO UTA.RA TAHUN 2018 NOMOR Q 

Salinan ae.•uai dencan aalinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

F~FAUZI 
NIP. 19710921 199803 l 004 
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LAMPIRANI 
PERATURAl'f BUPATI BARITO UTARA 
ll'OMOR 6 T AHUN 2018 
TENTAl'IG PBDOMAl'I PENGELOLAAl'I PELAYAl'IAN 
ll'IFORMASI DAN DOKll'MEl'ITASI DI Lll'IGKUNGAl'I 
PEMERll'ITAH KABUPATEl'I BARITO UTARA 

DAFTAR BADAN PUBLIK 
DI L.INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 

A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 

I. Sekretariat Daerah Kabupat:en Barito Utara; 

2. Sckretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah Kabupatcn Barito 

Utara; 

3. lnspektorat Kabupaten Barito Utara; 

4. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara; 

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara; 

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito 

Utara; 

7. Dinas Perumaban Rakyat, Kawasan Pemukiman dao Pertanaha.o 

Kabupaten Barito. Utara; 

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabu paten 

Barito Utara; 

9 . Dinas Tenaga Kerja, Transmig,-asi, Koperasi, Usaha Kecll dan 

Menengah Kabupa(en Barito Utara; 

10. Dinas Pcngendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Barito Utara.; 

I I. Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utam; 

12. Oinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara; 

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatcn Barito 

Utara; 

14. Dlnas Wngkungan Hidup Kabupaten Barito Utara; 

15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Barito Utara; 

16. Oinas Kebudayaan, Panwisata, Kepemudaan dan Olahrag;> 

Kabupaten Barito Utara: 

17. Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian Kabupaten Barito 

Utara; 

18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara; 

19. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara: 



20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupalen Banto 

Utara~ 

2 I. Satuan Polisi Pamong Pl'aja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Barito Utara; 

22. Badan Kepegaw&an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Barito ULara; 

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian clan 

Pengembangan Knbupaten Barito Utara; 

24. Sadan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Uw.ra; 

25 Badan Pengelola Keuangan dan /\set Kabupatcn Barito Utara: 

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara; 

27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Uw.ra; 

28. Rumah Sakit Umum Dacrah Muara Teweh: 

29. Kecamatan. 

B. B/\D/\N US/\HA MJLJK DAERAH K./\BUP/\TEN BARITO UTARA 

I Perusahaan Daerah Air Minum (PO/\M) Kabupaten Santo U1ara; 

2. Perusa.haan Daerah Ba1ara Membangun. 

BUPATI BARJTO UTARA, 



LAMPIRAJI II 
PERATURAN BUPATI BARITO UT~ 
NOMOR ~ TABUN 2018 
TEJll'TANO PBDOIIIA1' PENGELOLAAN PBLAYAJtlAN 
IJll'FORMASI DAN DOKtlM&NTASJ DI LIJll'OKUNGAJII' 
PEMERIJll'TAH KABUPATEIJ BARITO UTA.RA 

STRUKTUR OROANISASI 
PENGELOLA LAYANAN INF'ORMASI DAN DOKUMENTASI 

KABUPATEN BARJTO UTARA 

Pembina 
Bupati 

Walcil Bupati 

I I 

Pengarah Tim Pertimbangan 
Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Eselon 11.b, Pimpinan 

AtaSan PPID Perangkat Daerab dan Pejabat yang 
mcnaogani Bidang Hukum 

I 

PPTD Uta.ma 
PejabaL Eselon m Bidang Informasi <Ian Komunikasi 

I 
PPID Pembantu 

Pejabat Pengelola lnformasi, Dokumcntasi, Administrasi dan Kearsipan dl 
Perangkat Daerab, BUMN. Kecamatan dan Desa/Kelurahan 

I I I 
Bidang Bida03 Bfdang Bidang Pelayanru:, 

Pendukung Pcngolaban Data Fasilitasi lnfo1masi dan 
S<!kretruiat dan Kla.slfilcasi Sengkers Doku.mcotasi 

PUD lnfurmasi lnfonnasl 

................ I .............. _ 
PejabAt •'ungsional . 

······-··························' 



LUtPIRANm 
PltRATURAN BUPATI BARITO UTARA 
l'IOMOR : .6 TAHUl'I 2018 
TltNTANG PltDOMAN Pltl'IGltLOLAAN PltLAYANAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUl'IGAN 
PltMERINTAH KABtlPATltl'I BARITO UTARA 

F'ORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PEJABAT PENGELOLA INF'ORMASJ DAN DOKUMENTASI 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORJ\1ASJ DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

I NAMA INSTANSI I 
DAS,IB_HUKUM 

L. UU 14' Tu.bun 2008 1en1.tt.ng KeterbukRan lnJOrmasi Publik 
2. UU 25 Tahun 2009 tenuu,g Pclayanan Publlk 
3 . UU 23 Tahun 2014 tenuwg Pemcrintahan Dae rah 
4 . PP 61 Tahun 2010 temang PeiAkSllnaan Undnng-Undang Nomor 14 

Tuhuu 2008 tentaog Keterbukaan lnfonnasi Publlk 
5 . Perki I Tahun 20 I() ten tang Standar La.vRnan lnfonna.si Puhlik 

6. Pe.rki I Tahun 2013 tentang Prosec:tur Peny_!!:lesa.iAn Sengkcta lnformasi 
KP.TERI.KATAN: 

PERJNOATAN: 

. 1. 

NOMORSOP 

TCL. PEMJ3UATAN 

TCL. REVIS! 
TCL. EFEKTlF 

DISAHKAN OLEH 
NAMASOP PENYUSUNAN DAFTAR I NFORMASI 

DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

KUALIFIKASI PELAKSANA 

PERAMTAl'I l PERLF: NO~'\f'_AI'/: 

1. Lernbaran Kcrja dail t.:enco.na Kerja 
2. Te.nu ur Reference 
3. Alat Tulis Kruuor 

1~4~gan lntcfll.Ct 

P8NCI\Tll1'AN DAN PENDATMN: 
• Di.s:i.n:;apao datam bentuk sojtcopy d.an hardcopy 



No 

2 

J..:egiatan 

Mcngumpulkan informas:i dan dokumentasi 
ya11g berkua1itas dan r~leva11 dcngan tupok$1 
masmg-masing komponen di f)cmerintah 
Kabupaten Bari10 Uura, b~,k yang diproduksi 
sendiri. dikcmbangkan. maupun yang dikuim 
ke pihak lain. yung bcrupa arsip stati't maupun 
dmam1s. ar.sip aktif m.aupun arsip mak1if dnn 
arsip v1tnl yang dikuasai, lnformas, yang 
dilakulan mehputi jcnis dokum~n. 
penanggung J3Wab pe-mbuatan. wa.ktu clan 
h:nnpat pembuatan.. sel"!a bentuk ,nformasi 
yang tcr,;edia dalam /4mJtv,pJ dan <0j/oopy 
Formm pcng1sian dalam pengumµulan 
lllformasi clan dokumcntasi d1 masing-mas-fng 
kompooen d1 Petnennw.h Kabupaten Ban10 
u,ani. 
Mcngk:las:1fikasil-an scluruh mformosi d:1n 
dokumcnra.s, yang ielah dikumpulkan dan 
meng1dcn11filws1kannya betdasarkan sifat 
anformas1 dan dokumentasi .. seh:un itu juga 
mengklastfika..~kBn mfonnasi dan 
doku.mentasi yang dikccuahkan dengan 
katcgon sebaga,mana yang 1cfah ditetapkan 
melalu, UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 
Pas.ii 18 Pcngujum tentang ktmsckucns.i 
dengan seksama dar, pcnuh keteliuan ~belum 
meoyatakan lnlbnnasi don DokumenhlSI 
Publik 1cr1cntu d1kec.uohkan ulah sctiap 
orang. 

PPID 
Pembantu 

Pelak>ana 

PPlD Utama A1ason PPID 

-· 

• 2 ~ 

Kelengkapan 

I UU 14 
Tnhun 2008: 

2. UU2S 
Tahun 2009. 

3 UU23 
TAhun 2014: 

4. PP 61 T•hun 
2010; 

S Pcrkl 1 
Tahun lOIO. 

6 Perla I 
Tohun20l4 

I. uu 14 
Tahun 2008: 

2. UU 25 
Tahun2009; 

3. UU 2.1 
Tohun 2014: 

4 Pl' 61 Tohun 
20 10. 

5 Pcrki I 
Tahun 2010. 

6 Perl<i I 
Tahun 2014 

Pcndukun 

Wa!.-tu 

Secara 
bcrkala, 
scnn 
m~rta 
don 
seuap .... 

Sec.ara 
bcrl11la, 
scrti 
mena 
dan 
.scoap 
saat 

Output 

DIDP yang 
1elnh 
dikumpulkan 
dan komponen 
dJln Pernn.gkat 
daerah 

DIDP yang 
1ehLh 
diklasiBkas1 
kebenatannya 

Ketenngan 



3 I Mendoku1nen1AS1kan-infoinia,i pubhk dnli1m + Alat luhs kanwr Secaru I DIOP 
bcntuk .rofict,p)' dan temp,u penyirnpanan berkala, 
dokumen dalam bcntuk hard copy dengan Ulla 

• 
sena 

cara scperu mengars1p dokumcn dan mena 
dipisahkan scsuai k:lasifikasi lnforrrum dan dan 
dokumcntasi wajib, secara bcrkala, .scna senap 
merta dan sc1iup saat Pcrlu dibual daftar saat 
lnfofmasi don dokumcn1osi yong 
d1kecuolikan 

4 I Menctapkall DIOP secara resmj 
dan I I I + I Mengadakan Se1elah Surat Setelah DIDI' 

mengwnumkan kcpada n\8.S}'ru'akat rapat bersama DIOP Keputusan d,tetapkan, 
dcngnn PPID terkumpu DIOP yang jlko ads 
Utama dan PPIO I clan dunndata.ngani tombahan 
Pembanru untu.k PPID oleh Atasan inronuas1 
Menempl<on DIP Pembant PPID baru, dibuat 

u SK un1uk 
di1c1apkan 

5 I Mengunggah DTDP kc websue resmi .aJJ Website don Sctclah Adanyakomen 
Pemerintah Kabupa.ren Bamo Umm mn.upun sarnnn lnformasl DfDP DIOP di 
melalui sarana mfonnasi lainnya laianya yang di!etaplw wi:~tlc 

dimiliki olch noleh Pemerintah 
komponi:o d.-io A1asan Kabupaien 
Pemerintah PPID Barito utara 
Daerah 

·3-



B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLJK 

NOMORSOP 
----------

TOL. PEMBUATAN 

TGL. REVIS! 
TO L. EFEKTlf' 

DISAHKAN OLEH 
NAMA INSTANSI NAMASOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

DASAR __ li_UKUM I KUALIF'IKASI PELAKSANA 
I. UU 14 Tahun 2008 tenta.ng Keterbukaan 

lnfonnasi Publik 
2 . UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Pub!Jk 
J , UlJ 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab 
4. PP 61 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan lnformasi Publik 

S. Perlci l Tahun 2010 teruangStandar 
Layanan lnformasi Publik 

6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sen1t!<et~_nf9nnasi 

KETERIKATAN: I PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

PERJNGAT AN: 

I. Lembaran Kcrja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4_. Jaringan Intern~!__ 
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

-

• Disimpan dalam bentuk softcopy dan IUJrdcopy 

• 4 -



Pelaksan.a Pcndukun2 

Bagim PPID Komponcn 
No Kegiatan Pemohon Utan,a dan dlll1 Keterang.an 

lnfonnas1 Registras1 PPID Pernnglau Kclengia,pan Wok1u Output 
PPID Pcmbwuu 0.erah 

I Pernohon lnfotmas-1 dapia1 mcnyampaikan (1) Fonnuhr Pada h'1r1 Fonnulir 
permohonan informnsi yang dibuluhlaln 

- Pc:.rmohonan danjam Pennohonan 
baik S\..>cara langs.ung dan cidak lnogsung lnforma.<i yang kcrja untuk 1nrormasi 

1erscdia di meja pc:mohon yang tolah 
pelayanan PPfD mfonnnsi dusi 
atau yang sccara lengkapdlm 
dhampillum di lan~ng dilampm 
website, dan setiap fotocopy/ 

saal untuk sc:nn 
(2) Fo1ocopy pemohon 1dcnlrtas din 
atau scan informasi (NIK) 
identit.as dil'i secara tidak 
(NIK) dar, long,..ng 
pcmohon 
informusi 

2 Melakuknn regis1ras1 berL.as pcnnohomm SemUll dalo· Pado hari DIP yang 
infonnasi !"'bilk. Jikn data pemohon danjam telnh 
dokumcnr'iofom1asi yang diminta telah informn!ii k~rja uncuk tCfS\ISWI 
termasuk dalam DIP don dimilik, oleh disimpao dafam pemoh<,n dalam 
mejil informasi atnu sudah 1crdapa1 di bentuk informasi beoluk 
website PPJD. makn langsung dib<rikan hurrko1,y dan sccora hurdC<,p)· 
kcpada pemohon infonnasr otnu bisa ,of/copy langsung clan ~oftt.•opy 
langsung dtunduh olch pemohon - dan sctiap 
1nfom1asl J1l;a infonnasi/dokumentas, saat untuk 
yang dunmta belum ti:rm~uk dalam DlP, pemohon 
maka bc.rkas pennobon.an disnmpaikan. informas1 

sccora tidak 
langsung 

5 



3 

4 

PPtD memrnto kept1da k(>ittponen atau 
Pe-rangka1 Dae.rah unlllk memb(.nkan 
informasj a1au dokumen yang su.dah 
tcnnasuk dalam DIP, kepada PPID 
untuk dibcrikan kepada pemohon 
informas1. Komponen otau J>erangkat 
Dae.rah mcmbcrikan infonnas1 atau 
dokumen yang dimaksud ktpada PPID 
amu PPID Pembtmtu 

Mc:mberil.-ao iofonnasi atau dokumen 
yang d1mmU1 oleh pemohon mfom,asi 
yang tel.ah rnenandataoga.m Ulnda bul.1.1 
penenmaan infonnasi at.au dokumcn. 

• 6 · 

DIP yang telah 
ditctaplmn oleh 
komponen atau 
Ptrangkat 
Dacrah 

lnformasi 
atau Dokumeo 
yang d1m1nta 
oleh pemohon 
informasi 

JO (sopuluh) 
hari kc,ja 
sejak 
perrnohunan 
lnformasi 
d1temn11 oleh 
Pl'ID 

PcrpanJnngnn
permohonan 
1nfonnasi 
nd&loh 7 
(tujuh) han 
kerja 

DIP 

lnformasl 
puhlik yang 
dinu.nm oleh 
pemohon 
informasl 



C. STANDAR OPERASIONAI, PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PUBLJK 

NOMORSOP 
------

TGJ,. PEMBUATAN 
TQl,. REVISI 

TOL. EFEKTIP 

DISAHKAN OLEH 
NAMA INSTANSI NAMASOP UJJ KONSEKUENSI PUBLJK 

DASAR H:UKUM I KUALIFIKASJ PEl,AKSANA 
I. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik 
2. UU 25 Ta.hun 2009 tenca.ng Pelayaaao Publik 
3. UU 23 Tah un 201-1 ten tang Pemerintaban 

Dacrah 
4 . PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20-08 tentang 
Keterbukaan Jnformasi Publik 

5. Perki I Tabun 2010 centang Standar Layanan 
Jnformasi Publik 

6 . Perki 1 Tahun 2013 tent:ang Prosedur 
Penyelesruan Sengketa lnformasl 

KETERJKATAN; I PERALATAN/P_ERLENGKAPAN. 
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alal Tulis Kantor 
4 . Jaringan rntemct _ 

PERINOATAN: PENCATATAN DAN PENDATi\AN; 
• Dis,mpan datam bentuk ooftcopy dan ltardcopy 

- ? • 



No Pelaksaaa Pcndukuol! 

PPID Utan>a Tim Komponcn 
Kegiaum 

dnn l'l'ID Pen,mbangan drm Pcmohon Kelengkapan Waktu Oulpul 
Ketcnngan 

Pelayanan Pcrongkal Pembonlu 
lnformas1 Daeruh 

I Melakukan kajian 01llS llerkas Set1ap sruu ll<:rhs 
mfonnaslldokumcn yang hdak permohonnn p<:nnohonan 
rennasuk dalam DIP dcngan • mfromasi/ mfonnasi 
melibo1kan Tim Pcn1mbangnn dokumcn dari yang lelah 
Pcltay.inan lnlormasi. Pemohon d,,.; lengkap 

rnromiasa dan dilrunprri 
fo1ocopy/sean 
idcntitas diri 
INIK) 

2 Memberikan pertimbangan 01'1S Dasar hukum · Pnda hat, Surat 
infonnasi/dokumcn yang dimaksud lJlJ KIP 14 daninm Keputusan 
yang hersir"' ruhasia bcrdnsarkan Tahun 2008 don kCQa Tun 
uu, kepatutan clan kepenting.an PERK! I Tohun Pertimbnngan 
umum 2010 Pclayanan 

lnformasi 

I 

· 8. 



3 I Menyampa,kan kepoda PPll) lnformos,/dokurnco Pada ba.r1 don jam (nfonnasi/dokumen 
otas snuus infonnast/dol-umen yang 1clah kcrja. maks,maJ d.iri kompom::n atnu 
yang d1minta pemohon dinyotakan tcrbuka 10 (scpuluh) han Pttangk,11 Daerah 
infomw1. apota,h termasuk unwk publil< kcrja. scjak 
rah::isia 3IBU terbuka. Jika permobonan 
infonnast/dokumen )'ltng 

■ 
informnsi 

dimaksud adalah l<rbuka. teregistrasi 
maka PPID memenntahkan 
kcpoda komponen/Pcranglrnt 
Daemh untuk ~nyemhlran 
1nfonnas1/dokumen yang 
dinuksud. Jib StalUS 
infonnasi/dokumen oleh Tim 
Pcrtimbangan Pelayanan 
lnfonnasi dmy-atakan rahasin. 
mnka PPID mcmbual sumc 
P<:nOlak•n k.epada pcmohon 
infonnaSt. 

•I I Mcmbenkan informn5i ynng lnrorma~i/ Maksimal lllfol'masi publik 
dim.inta olch pemohon 

• 
Dokumen yang dibcrikan yang di1n1nta ol·eh 

infonnas1 dcngan d1m111ta oleh perpoaj • nJ!IU! Pemohon lnfom'las;i 
men.i.ndo1angan1 lllnda buk11 Pcmohon pemenuhon asau sunu penolakan 
penerimaan mau membenkan lnformasi atau permohonan 
surat penolakan kepada sunu peOQ!alan mfonnas, selama 
pcmohon jika status jika infonnosil 7 (tujuh) llari 
infonnasildokumcn dinyatalmn dokumen tersebut Sejak pembcrilahu 
mhac;ia. dilmtegonkan an tertulis 

nihasia dlberikan dan 
hdak dapat 
dipcfl)(lnJang lag, 

. 9 . 



D STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEBERATAN JNFORMASI PUBLIK 

• · 
NOMORSOP 

TOL. PEMBUATAN 
TOL. REVIS! 
TOL. EFEKTIF 

- DISAHKAN OLEH 

I NAMA INSTANSl I NAMASOP KEBERATAN LNFORMASI PUBLIK 

DASAR HUKUM KUAl,ll'IKASI PELAK.SANA 
I. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnrormas! Pu bilk 
2. UU 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. UU 23 Tahun 2014 tenw,g Pemerintahan Daerah 
4. PP 61 Tahun 20 l O ten tang Pelaksanaan Undang• 

Undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publ.ik 

5. Perki I Tabun 2010 tea tang Standar La,yanan 
Lnrormasi Pu blik 

6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pros«Iur 
Pcnyelesaian Sengketa lnformasi 

KETERIKATAN: PERAl-ATAN/PERLENOKAPAN: 
l. Lemba.ran Kerja dan Rencana Kerja 
2 Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4. Jarlnean Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
• Disimpan dalam benruk softcopy dan hardcopy 

• 10 • 



N'o PtlJeksARA Pendukunsr: 

Bagian PPID 
Ke:giat111 Pcrnohon U1ama dao Alasan Keterang.an 

lnformasi Rogislr.ls1 PP[D PPIO Kelcl\gkapan WRktu Output 
PP[D 

Pemoontu 
1 Pcmohon lnformasi menyampaikun {1) Fonnulir Pnda Forinullr 

pengajuan k<bc:<alan •toS tidak Pengajuan Kebemtan hari pen!:lljuan 
te-rlayanmyn permohonnn mfonnas1 yang lnfonnasi Publik dan keberatan 
dibutuhkan melnlul yuns tersodia di meja Jnm pelayanan 
( I) datang langsung dan meng,s, formulir - pelayanan PP[D atau kCl)8 mfomuisi 
pennohoi:um pengaJuan keberatan d11Ampilka11 di publik yang 
infotmasi publik deogan melengkapi websne dan dapcit tclah diisi 
fot0<0py identilaS diri (NIK), d1unduh. lcngkap dan 
(2) mclatu, wcbsi1c dengan meagisi dilampiri 
formulir yang tdah diunduh dan (2) fotooopy atau fowc:opy/scao 
menyertakan scan 1den11ms dit'1 (NIK) scan 1dcntitas dui 1dentitas di.ri 
kcmud1an dtkmm ke a.lam.at emnal PPlD (NIK) dari pcmohon {NIK) 
)'ang tenera di website, yang mengajukan 
{3) mcog1rim f,cx fonnuhr pcnnohonan kebernian 
infonru1Si yung telah diis1 le-ngkap d1SC:rta1 
dengan rax 1dcntitas: diri (NJK) ke ntunor 
fax PPID 

2 Melatuk.Bn registrasi fomlUlir ixngajuan Semua data-data Pada Dnflar 
keberatan pc13yanan tnfonnasi dan pemohon iafo.rmasi hari pengajuan 
mcnyampmknn pengaJuan keberatan --I-+- dis1mpan dnlam dan kebcra1an 
kcpada Atasan PPIO benruk hartk.YJ{l}' d.an jam pclayanan 

softcopy kcrja informasi 
yang telah di-
ale dalam 
ben1ul 
hllrdoopy dan 
ooftcr,py 

-ll-



3 

4 

5 

Memer1ksa formulir pengajuM 
teberamn dan Para Pemohon lnfonn.asi 
dan mcmcnn13hkan l'PID dan PPIO 
Pembantu untu.k mcnjawab 
pcnnohonan mfonnasi 

Memerintahknn kcpada PPID dan 
PPIO Pc:mbanlu untuk mcmenuhi 
pemunuum infonn.asi dnri Ptmolion 
lnfomuisl 

Membenkan infonnasi yang d1minta 
olch pemohon infonnasi kcpada Atasan 
PPID Jik• informas, yan~ dimoksud 
telllh mnsuk DIP, Atason PPID okan 
menjaw-ab pengaJuan keberamn kepadn 
pemohon mf'or.masi. J1ka mformasi 
yang diinginkan pcmohon mformasi 
udal. tem1asuk dnhun DfP yang 11:lah 
diumumkan. karena infonnas1 belurn 
tcrsed1n amu 1armasuk info:nnas:1 yang 
dikecu.,Jdmn, 111.aka dil>enkan sural 
pcnotakan kcpada Pemohon Jnfom1asi 

· 12• 

Bcrtas pcngajuan 
kebennan 
pelayumm 
informasi yang 
telah diis1 lcngkap 

(I) Berk•, 
pengajuan 
keberatan 
pelnyanan 
informasi yang 
tclah diisi lcngkap. 

(2} D11' yang tclah 
diumumkan 

Dokumcn/informasi 
yang d,ma~sud olcb 
Pemohon Jnformas1 
arau rekomenclas, 
suml pcnolakan 
dari PPID atau 
PPID Pembantu 
kn.rena mfonnnsi 
yang dimjnltl 
mcrupaknn 
infonnas.1 yang 
dikecual1kan 

Pada 
hari 
don 
Jani 
kcrja 

Pada 
hari 
don 
J•m 
kerja 

Pada 
hari 
dan 
i•m 
kcrja 

Daflat sum.t yung 
harus dH,erikan 
kepada l'PID d11n 
PPIO Pembantu 

Sura! pcrin13h 
tortuli• kcpoda 
PPID dan PPID 
Pemlxin1u unluk 
memenuhi 
petnllntaan 
pemohon 
infom1ass yang 
mcngajukao 
kcbcratan 
pelay11Jtan 
informa.si publik 
kopoda lnfonnasi 
publik yang 
diminta olch 
Pcmc:,hon 
Jnformasi at.au 
surat penolakan 
Pcmohon 
lnformosl 



E. STMIDAR OJ>ERASIONAJ., PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI 

NOMOR SOP 
----···----

TGL. PEMBUATAN 

TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
--

I NAMA INSTANSI I 
DISAHKAN OLEH 

------

NAMASOP PASILITASI SENGKETA lNrORMASI 

PA~AR lfUKUM I KUALIFIKASI PELAKSt\NA 
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan tnformasi 

Publik 
2 , UU 25 Tah u a 2009 ,.entang Pelayaoan Publik 
3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelal<sanaan Undang· 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Pubtik 

5. Perki I Tahun 20 LO tcntang Standar Layanan 
lnformasi Publik 

6. Perki I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian 
Sengketa lpfofl!lasi 

KETERIKATAN: I PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

PERINGATAN: 

I. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
2 . Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4 Jarin_gan Internet 

PENCATATMI DAN PENDATAAN; 
• Disimpan dalam bentuk softcopy daa hardoopy 

. 13 . 



No Pelak.~ana Pcndukuns 
PPlD 

KegiA~n Pemohon Ummadan Atasan Komis, Kelcngkapan Wak,u Ou1pm Ketera.ngan 
lnformu.si PPID PPID lnformas, 

Pcmbantu 
I Schap Pcmohon lnfonn-as.1 dapa, (I ) Formuhr Pada han Berkas 

men~uukun kcbemlan secara tenulis - Pengajuan danJam permohonao 
kep:,da A1ason PPID dalam ,Ya1.1u 10 Kebennan kcrja, foformas1 yang 
(sepoluJ,) hari keQa, sejok pennohon.,n lnfonnas1 muksimal telnh diisi 
inrormasj tereHisu·as-i dan dibcriknn, Publik yang 10 lengkapdan 
Perpa.11,1aagai1 peme-nulun pi:nnohooan 1crsedia di meJn (sepoluh} dilompiri 
infomw, seloma 7 (tuJu11) hnri sejnk pelayanan PPID hon kerja, l'olocopylscan 
pemberitahuan tenuJis d1ber1k.an dan atnu ,ejak idcntilas diri 
tidnk dapo, dipcrpaniang lag, dilampillrun di pennohonan (NIK) 

websi1e dan mfonnB.~l 
dnpal d1unduh, tcrcgistrasi 

(2) Fotocopy 
a1au scnn 
1dt=1llll.a$ dtri 
(NIK) dari 
pemohon yang 
mcnga.Jukan 
kcbe:mm.n 

2 At:asan PPID menctapkan Tim fasll itas1 Tanggapan 
sen~-CL'l mfilflllUSI unruk mcngupayokan - tenuhs dari 
penye(es,unn sengkcll infomiasi. yang atasa.n PPlD 
dibelttuk oleh Pl'ID uu,ma perfhal mfonnasi 

yang 
disengke1okan 

· 14 · 



3 

4 

s 

Tim fasmtasi sengkcta 1nformasi dl 
__ , 

ki:tuai oleh PPIO Utama dan 
bcnmggotakan PPlD Pembantu tc.rktut, 
pejabat ynng menangnnl bidang hukum, 
pejabnt fungsional, ,.,-ru, JFUyang sesuai 
dengan kebutuhan 

Tim fasi lilasi sengketa 1nformas1 
mclaporkan proses penanganan scng):eto 
informasi kepada Atason PPID 

Upuya penyelesaian Sengkc1a Jnforrnasi 
Publik diojukan kepada Komisi lnforrna.,i 
Pusat.. Komisi 1nfonnasi Provinsi. KomL'il 
lnformasi Kabupaten /Kot.a scsua, de-ngan 
kewenangannya npabiln 1nngg11pan 
Atasan PPID dalam prose, keberulan 
tidak memuask.an Pernohon lnfonnasi 

Sallnan aeauaJ denpn a■Unya 
UP.ALA BAGIAlf HlJKUM, 

FAKHRI FAUZI 
lflP. 19710921 199803 1 004 

' 
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Diajukan <fal3n1 
wol<tu paling lambal 
14 (cmpu betas) 
hari kerjn setelah 
ditenmanya 
lonw>pan tcrtulis 
dari Alllsan PPIO 

ATI BARITO UTARA, 

·:--
NADALSYAH 


